
•BLtpATII K.EP.TdLATJAEN SE-LA¥AR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR   3S)  TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAII

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang bahwa untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017

tentaLng    Tata    Cara    Perencanaan,    Pengendalian    dan
Evaluasi    Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi
Rancangan      Peraturan      Daerah      tentang      Rencana
Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah   dan   Rencana
Pem5arTgTUTet:anuTouT:ngka-bfeiieiigahEfaerah,i5ertaTafa.C`araLTra

Perubahan    Rencana    Pembangunan    JanBka    Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jan8ka Menengah Daerah,
dan Rencana Ken.a Pemerintah  Daerah, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Rencana Kelja Perangkat Daerah
Tahun 2023;

'Mejriiga+i      :   1.     Undang-.tuhioung   Nij-    29   Tttha    .r959   teriucuang
Pembentukan  Daerah Tingkat 11  di  Sulawesi  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1959   Nomor   74,

Tambahan     Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Nomor  1822);
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2.     Undang-Undang    Nomor     17     Tahun     2003     tentang

3.

4.

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubfik Indonesia
Tahun  2003   Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Nomor   4286)   sebagaimana   telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020
tentang   Penetapan    Peraturan   Pemerintah    Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan    Negara    dan    Stabilitas    Keuangan    untuk
•Penanga+_r!a±i     Pandem±    .Caroaes     lfife±s    .Efase6!se     2©.19

(Covid-19) dan/atau dalam ran8ka Menghadapi Ancaman
yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau
Stabilitas   Sistem   Keuangan   Menjadi   Undang-Undang

(l€mbaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020
Nomor    134,    Tambahan    I.embaran    Negara   Republik
Indonesia Nomor 6516) ;

Undang-tuhdang    N€7-    i     T-air+an    2en    teiTttanglarE
Perbendaharaan   Negara   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4355)   sebagaimana

telah     diubah     dengan     Undang-Undang     Nomor     2
Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
•KGi=S}afcaan   Keel-angan  Negae  `uha  StahiHtas  .KetlrarFTT

untuk Penanganan  Pandemi  Coriom  Vlnts "sease 2019

(Covid-19) dan/atau dalam ran8ka Menghadapi Ancaman
yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau
Stabilitas   Sistem   Keuangan   Menjadi   Undang-Undang

(I.embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020
Nomor    134,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
hBdoi± ±esrs};
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (I.embaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  164,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
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5.     UndanE-Undang    Nomor     12    Tahun    2011     tentang
Pembentukan          Peraturan          Perundang-undangan

(Lembaran    Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2011
Nomor    82,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia    Nomor    5234)    sebagaimana    telah    diubah
beberapa     kali     terakhir     dengan      Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Lhada=ng-LLhadai_qg     Bifo;sner      12      Ti_b.LL!5±     2®11      te.a.tarag

Pembentukan          Peraturan          Perundang-undangan

(I,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2022
Nomor    143,    Tambahan    Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Nomor 6801 ) ;

6.     Undang-Undang    Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Eirdoiresia 'Eahi=n 28ii4  FilEiiiior 244, T -    - - 1 ---- al-I

Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)   sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
Undang      Nomor   1   Talun   2022   tentang  Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan
Daerah      (Ifmbaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun    2022  Nomor  4,  Tambahan    Lembaran    Negara
Reprui3.tik  Endcm€sia   N-6757};

7.     Peraturan   Pemerintah   Nomor  8  Tahun   2008   tentang
Tahapan,   Tata   Cara   Penyusunan,   Pengendalian   dan
Evaluasi   Pelaksanaan   Rencana  Pembangunan   Daerah

(Lembaran    Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2008
Nomor    21,    Talnbahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 48 17) ;

8.     Ebettrran  Ee=merintuou.ah  Noinc,i  59  Taha  Zees  teTrucuTiflg
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan   (Lembaran
Negara     Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  124,

Tambahan     Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Nomor 4889);
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9.     Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2016  tentang
Peraligkat Daerah {I.embaran NeEara Republik indonesia
Tahun  2016  Nomor  114,  Talnbahan  Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Nomor   5888)   sebagainana   telah
diubah    dengan    Peraturan    Pemerintah    Nomor    72
Tahun     2019     tentang    Perubahan    Atas    Peraturan
Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat
Daerah      (Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Ta±i-I_in  2©±9  Nemer  18:7,  Eai_in,1behan  13em,barn:_q  Negasa

Republik Indonesia Nomor 6402) ;

10.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2017  tentang
Pembinaan        dan        Pengawasan        Penyelenggaraan
Pemerintahan    Daerah    (I.embaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun  2017  Nomor 73,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

1 i.   'Berat=urarr  I:i:iai€riiitah  'Fiic,riior  ±2  Talha  2®re  tart.ctiarng

Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan

I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.   Peraturan   Presiden   Nomor   59   Tahun   2017   tentang

Pelaksanaan       Pencapaian       Tujuan       Pembangunan
Berkelanjutan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Ta.ha.Tinm2S±7Pfo-136};

13.   Peraturan        Menteri        Dalam     Negeri      Nomor     86
Tahun     2017     tentang     Tata     Cara     Perencanaan,
Pengendalian,  dan  Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara   Evaluasi   Rancangan   Peraturan   Daerah   tentang
Rencana   Pembangunan  Jangka  Panjang   Daerah   dan
Rencana Pembangunan Jan8ka Menengah Daerah, serta
Ta:ta `C.±  PeruThan  Re-  LPeiiibafigrman  Jafirfe
Panjang     Daerah,     Rencana     Pembangunan     Jangka
Menengah    Daerah    dan    Rencana    Kelja    Pemerintah
Daerah  (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  1312);

14.   Peraturan           Menteri        Dalam     Negeri     Nomor     81

Tahun   2022   tentang   Pedoman   Penyusunan   Rencana
K`rfe  Benr@edrfeaif+  `Dae=rak  Tah~um  2me3  ff±  FilEgafa
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7);
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15.   Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  10
Tahun   2cO8  tentang   Rencana   Pembangunali  Janglra
Panj ang        Daerah        Provinsi        S ulawesi        S elatan
Tahun  2008-2028  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Sulawesi

Selatan   Tahun   2008   Nomor   10, Tambahan Lembaran
Daerah      Provinsi     Sulawesi     Selatan      Nomor     243)

sebagaimana  telah   diubah   dengan   Peraturan   Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang
•PeLr+.Lbal±an  Atas. PeFg!tL_Iran  Daesa._b      Ps®vinsi    S+_Lkwesi

Selatan     Nomor   10     Tahun  2008     tentang     Rencana
Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah           Provinsi
Sulawesi       Selatan            Tahun  2008-2028  (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

16.   Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor   1
Tahun 2019   tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka
Mencngall       Daeeh      EkeSrfe      S-u`krsresi      SekrofuEm
Tahun  2018-2023  (I.embaran   Daerah  Provinsi Sulawesi

Selatan  Tahun   2019   Nomor   1,   Tambahan   Lembaran
Dae]uli    Provinsi    Sulawesi    Selatan         Namor    301)
sebagaimana  telah   diubah   dengan   Peraturan   Daerah
Provinsi  Sulawesi Selatan  Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan   Atas   Peraturan   Daerah   Provinsi   Sulawesi
Sera+uculrr    Nomc3r    1     TouTha    28+9    tdrucuifE    Rctieajira
Pembangunan  Jan8ka  Menengah        Daerah     Provinsi
Sulawesi   Selatan   Tahun 2018-2023  (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

17.   Peraturan     Daerah     Kabupaten     Kepulauan     Selayar
Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Rencana  Pembangunan
Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  Kabupaten  Kepulauan
Sedayar Tahun 20er5-ae25 iEjeTnd3aran .E± K±en
Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);

18.   Peraturan     Daerah     Kabupaten     Kepulauan     Selayar
Nomor  3  Talon  2010  tentang  Tata  Cara  Penyusunan
Perencanaan   Pembangunan   Daerah   dan   Pelaksanaan
Musyawarah      Perencanaan      Pembangunan      Daerah

(Lembaran     Daerah     Kabupaten     Kepulauan     Selayar
TciuTErmn28+®Noaer3};
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19.   Peraturan     Daerah     Kabupaten     Kepulauan     Selayar
Nomor   4   Thhun   2020   tentanE   Penbentukan   dan
Susunan      Peran8kat      Daerah      (Lembaran      Daerah
Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Tahun  2020  Nomor  98,
Tambahan   Lembaran   Daerah   Kabupaten   Kepulauan
Selayar Nomor 47) ;

20.   Peraturan     Daerah     Kabupaten     Kepulauan     Selayar
Nomor  2  Tahun  2021  tentang  Rencana  Pembangunan
.fo._iagkaMe`nenga._hDae-Fi_bTi_bL_T5i2`Q2`1-2`ee6.£Le.sE!besai_q

Daerah   Kabupaten   Kepulauan   Selayar   Tahun   2021
Nomor  103);

21.   Peraturan     Bupati     Kepulauan     Selayar     Nomor     17
Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan
Daerah     Kabupaten     Kepulauan     Selayar     Nomor     3
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
PenfroEtman  E}ach  .dan  PeLaksarlaan  Mtisyawarah
Perencanaan    Pembangunan    Daerah    (Berita    Daerah
Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Tahun 2012 Nomor 3);

22.   Peraturan    Bupati    Kepulauan    Selayar    Nomor    22
Tahun  2022  tentang Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah
Tahun    2023    (Berita    Daerah    Kabupaten    Kepulauan
Selayar Tahun 2022 Nomor 719);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :    PBRATURAN       BUPATI       TENTANG       RENCANA       KBRJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Daalamperat`uTamBNUTpatiini,`yang-dima+Est`i`dtlieigr:
1.     Daerah adalah Kabupaten Kepulauan selayar.
2.     Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur

penyelenggara   pemelintahan   daerah   yang  meminpin
pelaksanaan     urusan     pemerintahan    yang    menjadi
kewenangan daerah otonom.

3.     Bupati adalah Bupati Kepulauan selayar.
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4.     Dewan    Perwakjlan    Rakyat    Daerah   yang    selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwaldlan rakyat daerah

yang     berkedudukan     sebagai     unsur     penyelenggara
pemerintahan daerah.

5.     Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Bupati  dan
DPRD   dalam   penyelenggaraan   urusan   pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Rencana Kelja Perangkat Daerah ditetapkan untuk periode  1

(satu)   tahun   terhitung   mulai   tanggal   1   Januari   sampai
dengan 31  Desember 2023.

Pasal 3

Rencana   Kelja   Perangkat   Daerah   sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  2,  merupakan  pelaksanaan  tahun  kedua  dari
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026.

Pasal 4

(1}    Rckapitulasi      Rencana      Keria      Fhangkat      Efaerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam
I.alnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2)    Lanpiran Rencana Kelja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)  disusun berdasarkan Perangkat
Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan.

(3}   Perangkat  Da[erah  Penyelenggara  Umarr H±tahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
a.     Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar, meliputi :
1.     Dinas pendidikan, Pemuda dan olahraga;
2.      Dinas Kesehatan;

3.     Rumah sakit umum Daerah KH. Hayyung;
4.     Efanas pckeriaarr [dmtm darr Tafa R`u`ang;
5.     Dinas perumahan dan Kawasan permukiman;
6.      Dinassosial;
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7.     Satuari     Polisi     Pamong     Praja,     Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan; dan

8.     Badan penanggulangan Bencana Daerah.
b.     Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  tidak  berkaitan

C.

d.

dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
1.     Dines pemberdayaan perempuan, Perlindungan

Anak,   Pengendalian   Penduduk  dan  Keluarga
Berencana;

2.     Dinar Lin8kungan Hidup;
3.     Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil;
4.     Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5.     Dinas perhubungan;
6.     Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan

Persrmdian;

7.     Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu
Sate Pints dan Tenaga Keria; dan

8.     Dinas perpustakaan dan Kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
1.      Dinas perikanan;

2.     Dinas pariwisata dan Kebudayaan;
3.     Dinas pertanian dan Ketahanan pangan; dan
4.     Dinas   Perindustrian,   Perdagangan,   Koperasi

dan L[KM.

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi :
1.     Sekretariat Daerah;

2.      Sekretariat DPRD;

3.     Badan        Perencanaan, Penelitian        dan

Pengembangan Daerah ;
4.     Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan

Daerah;
5.     Badan      Kepegawaian     dan      Pengembangan

Sumber Daya Manusia;

6.     Inspektorat Daerah;
7.     Kecamatan Benteng;

8.     Kecamatan Bontoharu;
9.     Kecamatan Bontosikuyu;
10.   Kecanatan Bontornatene;
11.   Kecamatan Bontomanai;



-9-

12.   Kecanatan Buhi;
13.   Kecamatan pasimararmu;
14.   Kecamatan pasimasunggu;
15.   Kecamatan Pasima8unggu Timur;
16.   Kecanatan pasilambena;
•17.   K:ecafflatari TakatFc7neratg; dan

18.   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5
Peraturan     Bupati     ini     mulal     berlaku     pada     tanggal
diundan8kan.

Agar      setiap      orang      mengetahuinya,      memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal   `? NovcmbtT  aoaa.

png¥ri±Ti:±FurAUANSEIAyAR,

rmH,`BTmALI
'/

Diundangkan di Benteng

pada tanggal   17 No¢mbor  aoll

MESDryoNO

sELAyjm,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022 NOMOR   t96


